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ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU
menggunakan sarana teknologi informasi untuk pendaftaran dan pendataan
dalam pembentukan Badan Adhoc dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 97/PP.04.2-
BA/6112/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Admin dan Operator Sistem
Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kubu Raya Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini
adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Undang-Undang Nomor 35
tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota



CATATAN :

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1.

Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024.
Tugas dan fungsi Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad
Hoc.
Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
pada tanggal 22 April 2024.

Lampiran 1 Halaman.



